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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Pelaksanaan Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal 

bagi golongan III pegawai negeri sipil berdasarkan KMNA/ KBPN 

No.2 Tahun 1998 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sebagian 

besar 58,2% ( 32 responden) belum dapat diberikan Hak Milik, 

dikarenakan adanya salah satu syarat belum dapat dipenuhi yaitu 

belum melakukan pelunasan harga rumah dan tanah. Namun 41,8 % ( 

23 responden) sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam 

Pasal 3 ayat (1) KMNA/ KBPN No. 2 Tahun 1998 yaitu sudah 

memperoleh Surat Izin Penghunian (SIP), mempunyai masa kerja 

sekurang-kurangnya 10 Tahun, belum pernah memperoleh/ membeli 

rumah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

mempunyai sertipikat Hak Pakai serta melunasi harga rumah dan 

tanah. Oleh karena itu calon pemegang hak milik atas tanah telah 

mengajukan permohonan pendaftaran hak milik dan telah 

memperoleh sertipikat hak milik atas tanah. 

2. Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III 

Pegawai Negeri Sipil di Kota Sorong Provinsi Papua Barat sebagian 

 

 



54 

 

besar belum dapat diberikan hak milik yang disebabkan salah satu 

syarat belum dipenuhi maka pemberian hak milik belum mewujudkan 

kepastian hukum.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pejabat Kantor Pertanahan Kota Sorong Papua Barat dapat 

mempertahankan kinerja kerja yang telah baik dalam pelaksaannya 

dan  pelayanan, dalam memberikan informasi-informasi tekait 

pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi golongan III 

pegawai negeri sipil dalam  memberikan kepastian hukum 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasioanal No.2 Tahun 1998 di Kota Sorong Provinsi 

Papua Barat.  

2. Pegawai Negeri Sipil khususnya golongan III sebaiknya segera 

melakukan pelunasan pembayaran dan mengajukan  pendaftaran 

permohonan hak milik. 
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